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Abstrak: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja 
Komisioner dengan Sekretariat Komite Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pelaksanaan 
tugas organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental dan prosedur 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hubungan kerja sekretariat dan komisioner dalam penyelenggaan kegiatan baik 
pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan-kegiatan pascapemilu belum sepenuhnya mempedomani hubungan 
kerja sebagaimana diatur dalam regulasi. Penyebabnya beragam, di antaranya kualitas sumber daya manusia Sekretariat yang 
masih membutuhkan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang intens. Selain itu, sarana hubungan kerja seperti 
kebijakan yang merupakan kewenangan KPU dan implementasinya yang menjadi kewenangan sekretariat belum sepenuhnya 
berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur dan tata kerja belum optimal dilaku-
kan, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pun menjadikan orientasi pelaksanaan tugas cendrung mengutamakan 
hasil daripada proses.
Kata kunci: efektivitas, hubungan kerja, sarana, sumber daya manusia 
Abstract: 
This study aims to identify and describe the factors that influence the effectiveness of work relationships between the commissioners 
and members of the secretariat of Commission of Election in East Nusa Tenggara Province. This study used qualitative methods 
using the instrumental case study. Data collection procedures used are in-depth interviews and document study. Data validation 
used is source triangulation techniques. The results of this study showed that the effectiveness of work relationships between Se-
cretariat and commissioners in conducting activities both at the stage of elections and post-election activities have not been fully 
guided by the employment relationship as set out in the regulation. The causes vary, including the quality of secretariat’s human 
resources that still need improvement through intense training and education. In addition, the work relationship as a policy tool 
which is the commission’s authority and its implementation under the authority of the secretariat has not been fully run based 
on work relationship mechanism set out in the work procedures. The procedures is not optimal and a lack of standard operating 
procedures make the implementation of task orientation tends to favor results rather than process.
Keywords: effectiveness, facilities, human resources, work relationship 
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I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala 
merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sara­
na demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat 
sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses 
kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan 
Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas 
legalitas, asas legitimasi, dan asas kredibilitas bagi 
suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. 
Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat akan 
melahirkan penyelenggara pemerintahan yang 
demokratis. Agar pemilihan umum dapat terwu­
jud sebagaimana yang diharapkan maka perlu ada 
organisasi yang secara langsung mengelola dan 
mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lemba­
ga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana di­
amanatkan dalam Undang­Undang Dasar Ne­
gara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E. 
Lembaga ini  mempunyai tugas, wewenang, dan 
kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemi­
lihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah.
Penjabaran secara lebih jelas mengenai 
tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemilihan 
Umum selaku penyelenggara Pemilihan Umum 
diatur dalam Undang­Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
dan yang  telah diubah dengan Undang­Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara 
Pemilihan Umum.
KPU Provinsi merupakan lembaga penye­
lenggara pemilihan umum yang berada pada lini 
tengah yang menjembatani dua penyelenggara 
yakni KPU di tingkat Pusat dan KPU Kabupa­
ten/Kota. Keberadaannya pada lini tengah mem­
beri suatu peran dan tanggung jawab yang sangat 
strategis bagi KPU Provinsi dalam pelaksanaan 
tugas sehingga fungsi koordinasi dan hubungan 
kerja sangat diperlukan dalam pengelolaan tu­
gas dan fungsi selaku penyelenggara Pemilihan 
Umum. 
Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan 
yang melekat pada lembaga KPU senantiasa 
ber singgungan dengan hasil yang dicapai dalam 
pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan pemilihan 
umum sejak tahun 2004 yang dikelola oleh KPU 
yang independen telah menghasilkan output de­
ngan segala kelebihan dan kekurangannya. Per­
jalanan kegiatan pemilu dari waktu ke waktu 
senantiasa dituntut untuk dikelola secara profe­
sional.
KPU merupakan sebuah lembaga yang di 
dalamnya terdapat dua unsur yakni komision­
er dan personil sekretariat yang memiliki fung­
si masing­masing. Secara normatif, hubungan 
kerja  anggota KPU dan Sekretariat telah diatur 
dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2003 tentang 
Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum dan dijabarkan lagi melalui Peraturan 
KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Ker­
ja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, yang mengatur hubungan kerja 
antara KPU dengan Sekretariat di bidang kese­
kretariatan yang meliputi: (1) Bidang Pengelo­
laan Program dan Anggaran Pemilu; (2) Bidang 
Kepegawaian; (3) Bidang Perlengkapan dan Dis­
tribusi Barang Keperluan Pemilu; (4) Bidang 
Pengelolaan Keuangan; (5) Bidang Hukum; (6) 
Bidang Hubungan dan Partisipasi Masyarakat; 
(7) Bidang Kerja Sama Antarlembaga.
Tujuan dari pengaturan melalui tata kerja 
ini adalah agar KPU (komisioner) dan Sekretariat 
memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas da­
lam mengimplementasikan pelaksanaan kegiat­
an dari semua bidang hubungan kerja yang telah 
ditetapkan. Dalam pengaturan hubungan kerja 
KPU dan Sekretariat pada masing­masing bidang 
tersebut di atas, KPU memiliki kewenangan un­
tuk menetapkan kebijakan sedangkan sekretariat 
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 
tersebut dan dipertanggungjawabkan kembali ke 
KPU melalui rapat pleno sebagai forum pengam­
bilan keputusan tertinggi.
Hubungan kerja antara Komisioner de­
ngan Sekretariat KPU dipandang perlu untuk 
dilakukan secara intens dan memadai mengingat 
45
lembaga KPU yang terdiri atas dua unsur yakni 
anggota KPU yang berasal dari kalangan indepen­
den serta unsur sekretariat yang adalah birokrat 
berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), dengan 
perbedaan latar belakang ini dapat menyebab­
kan perbedaan interprestasi terhadap tugas dan 
kewenangan yang berdampak pula terhadap ter­
ganggunya hubung an kerja secara kelembagaan. 
Kinerja KPU Provinsi sangat ditentukan 
pula oleh mutu sumber daya manusia dan kerja 
Sekretariat, maka unsur Sekretariat yang ditem­
patkan sebagai unsur pendukung perlu ditata 
baik dari sisi personil maupun kelembagaanya. 
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan 
kegiatan di antaranya dinamika kelembagaan 
yang terkadang berjalan begitu cepat pada masa 
penyelenggaraan pemilihan umum, dengan jad­
wal yang telah diatur untuk pengelolaan kegi­
atan sehingga  membutuhkan dukungan sumber 
daya manusia yang handal terkadang tidak ber­
jalan seiring dengan dukungan yang diberikan 
oleh Sekretariat karena keterbatasan­keterbatasan 
sumber daya.
Perbedaan latar belakang anggota KPU 
yang direkrut secara terbuka tersebut dapat me­
nimbulkan dampak yang positif maupun negatif. 
Dampak positifnya adalah kemungkinan mere ka 
dapat saling melengkapi dalam melakukan peker­
jaan sehingga saling mengisi, tetapi di sisi lain 
juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila 
mereka tidak saling menyesuaikan diri, memba­
wa egoisme masing­masing sehingga tidak terca­
pai kekompakan dalam bekerja, sedangkan mere­
ka bersifat kolektif kolegial.
Sedangkan sekretariat KPU yang meru­
pakan PNS memiliki fungsi untuk membantu 
dan memfasilitasi KPU dalam pelaksanaan tu­
gas­tugas penyelenggaraan pemilihan umum. 
Berhubung usia institusi KPU ini masih sangat 
muda, maka PNS yang bekerja pada KPU Provin­
si maupun Kabupaten/Kota  merupakan pegawai 
yang diperbantukan dari pemerintah daerah. Da­
lam hal ini, sewaktu­waktu institusi asal dapat 
menarik kembali sehingga menjadi suatu perso­
alan tersendiri karena dapat menjadikan loyalitas 
ganda bagi aparat yang bersangkutan. 
Dengan demikian dapat diketahui bah­
wa tantangan internal yang ada dalam lembaga 
penyelenggara pemilu ini sangat besar. Tantangan 
pertama adalah bagaimana mensinergikan antara 
anggota KPU yang berbeda latar belakang, kedua 
mensinergikan antara anggota KPU dengan Sek­
retariat, dan ketiga adalah mensinergikan seluruh 
kekuatan dalam lembaga untuk mencapai hasil 
maksimal dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
Fenomena hubungan kerja pada KPU 
Provinsi NTT yang berlangsung sejak berdiri­
nya lembaga ini pada tahun 2003 hingga 2014 
banyak diwarnai dengan persoalan seperti yang 
digambarkan di atas, di antaranya: 
a. Pergantian Sekretaris KPU Provinsi 
NTT Tahun 2003, dengan alasan Sek­
retaris KPU Provinsi saat itu kurang 
bekerja sama dengan Komisioner, serta 
belum adanya pengaturan tentang tata 
kerja dan pengaturan kewenangan an­
tara KPU dan Sekretariat sehingga KPU 
merasa lebih berwenang di KPU Provin­
si Nusa Tenggara Timur; 
b. Sebagian besar personil Sekretariat KPU 
Provinsi NTT yang sejak tahun 2003 
hingga saat ini masih diperbantukan 
dari pegawai Pemerintah Daerah Provin­
si Nusa Tenggara Timur, dengan status 
pegawai daerah yang mengabdi di lem­
baga vertikal berakibat sewaktu­waktu 
dapat ditarik ke instansi asalnya, sehing­
ga memengaruhi pula dukungan teknis 
dan administratif dari Sekretariat terha­
dap KPU Provinsi; 
c. Personil sekretariat KPU Provinsi NTT 
yang belum terspesialisasi sesuai kebu­
tuhan lembaga KPU, sering dihadapi 
dengan tuntutan pelaksanaan tugas dari 
KPU Provinsi yang cendrung menun­
tut kecepatan, ketepatan namun tidak 
dibaringi dengan dukungan yang me­
madai dari sekretariat; 
d. Pengelolaan hubungan kerja dengan 
berpedoman pada  petunjuk tata kerja 
dalam penerapannya di KPU Provinsi 
NTT belum optimal dilakukan. 
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Hal­hal yang dapat diidentifikasikan se­
bagai faktor internal organisasi yang berpengaruh 
terhadap hubungan kerja di antaranya adalah 
(Nadaek, 2001): 
a. Pola kepemimpinan KPU dalam pelak­
sanaan tugas; 
b. Tata Kerja yang ditetapkan dalam pelak­
sanaan tugas­tugas KPU dan Sekretariat 
KPU; 
c. Bentuk­bentuk pelayanan yang diberi­
kan KPU dan Sekretariat; 
d. Struktur organisasi Sekretariat KPU; 
e. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi 
KPU dan Sekretariat; 
f. Sarana hubungan kerja; 
g. Pola hubungan kerja; 
h. Sumber daya manusia pada Sekretariat 
KPU; 
i. Koordinasi antara KPU dengan Sek­
retariat;
Mengacu pada faktor internal organisasi 
yang dikemukakan di atas dan dengan adanya ke­
terbatasan penulis, maka penulis perlu membatasi 
masalah yang akan diteliti pada tiga aspek yaitu: 
(1) Sumber daya manusia pada Sekretariat KPU; 
(2) Sarana hubungan kerja; (3) Pola hubungan 
kerja.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang 
dipandang relevan dengan masalah dalam pe­
nelitian ini. Pertama adalah penelitian Nadaek, 
(2001). Dalam penelitiannya tentang Hubungan 
Kepemimpinan Anggota Komisi Pemilihan Umum 
dan Kinerja Aparat Terhadap Pelayanan Publik 
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, de ngan 
batasan masalah yang dikaji yakni kepemim­
pinan anggota KPU terhadap pelayanan publik 
dan kinerja aparat terhadap pelayanan publik 
menggunakan variabel kepemimpinan anggota 
KPU. Tujuan Penelitian adalah untuk mengeta­
hui dan memahami ada atau tidak ada hubungan 
kepemim pinan anggota KPU dengan pelayanan 
publik serta ada atau tidak ada hubungan kinerja 
aparat dengan pelayanan publik dengan meng­
gunakan metode kuantitatif, menemukan bahwa 
kepemimpinan KPU dan kinerja aparat Sekretar­
iat mempunyai hubungan yang sangat lemah 
atau kurang signifikan terhadap pelayanan publik 
(Badan Litbang Depdagri, 2001)
Penelitian kedua oleh Mohammad Mulya­
di (2009), tentang Hubungan Kerja Antarunit 
pada Organisasi Sekretariat Daerah; Studi Kasus 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang-Jawa 
Barat, dengan masalah penelitiannya yakni se­
jauh mana hubungan kerja antarunit pada or­
ganisasi sekretariat daerah  yang bertujuan untuk 
memperoleh gambaran tentang hubungan kerja 
yang berlangsung dalam pengelolaan kegiatan 
di lingkungan sekretariat daerah dengan analisis 
metode kualitatif menemukan bahwa organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang mem­
butuhkan penataan hubungan kerja agar dapat 
efektif. Makin kompleks sebuah organisasi se perti 
Sekretariat Daerah, maka makin besar kebutu­
hannya akan penataan hubungan kerja. Dalam 
melakukan hubungan kerja, Sekretariat Daerah 
menggunakan formalisasi sebagai sebuah stan­
dardisasi sehingga mendorong koordinasi.
Penelitian ketiga oleh Djoko Hariutomo 
(2006), tentang Hubungan kerja dan Koordinasi 
antara Satreskrim dan Satintelkam dalam Pengung-
kapan Tindak Pidana pada Polres Jepara, dengan 
masalah penelitiannya yakni bagaimana hubung­
an kerja antara Satreskrim dan Satin telkam de­
ngan tujuan penelitiannya untuk memperoleh 
gambaran tentang hubungan kerja antarsatuan 
tugas di lingkungan Polres. Dengan analisis data 
menggunakan metode kualitatif, penelitian ini 
menemukan bahwa hubungan kerja atau koor­
dinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dalam 
mengungkap tindak pidana pada Polres Jepara 
belum berjalan, karena petunjuk lapangan Ka­
polri Nomor 189 Tahun 1993 yang seharusnya 
menjadi landasan untuk melaksanakan hubungan 
kerja tidak dilaksanakan secara optimal. Hubung­
an kerja dilakukan atas perintah/kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pimpinan kesatuan.
Ketiga penelitian terdahulu di atas yang 
mengkaji hubungan kerja dalam lingkungan ker­
ja atau organisasi memiliki perbedaan dengan 
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kajian yang penulis lakukan saat ini. Perbedaan 
terletak pada analisis terhadap faktor­faktor yang 
digunakan untuk mengetahui efektivitas hubung­
an kerja efektivitas komunikasi antarpribadi dan 
kelompok, sumber daya manusia, sarana hubung­
an kerja, dan pola hubungan kerja.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk me­
ngetahui dan mendeskripsikan faktor­faktor yang 
memengaruhi efektivitas hubungan kerja anggota 
KPU dan Sekretariat.
II. TINJAUAN TEORI
Efektivitas berasal dari kata efektif yang me­
ngandung pengertian tercapainya keberhasilan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 
hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah di­
capai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut 
pandang (view point) dan dapat dinilai dengan 
berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat 
dengan efisiensi. 
Etzioni (1982: 54) mengemukakan bahwa 
efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai 
tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha un­
tuk mencapai tujuan atau sasaran.  Komaruddin 
(1994: 294) juga mengungkapkan efektivitas ada­
lah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat ke­
berhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. The 
Liang Gie (2000: 24) juga mengemukakan efekti­
vitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja 
yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberi­
kan guna yang diharapkan. Sedangkan menurut 
Gibson, et. al. (1996), efektivitas adalah konteks 
perilaku organisasi yang merupakan hubungan 
antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, 
kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan”. 
Menurut pendapat Mahmudi dalam 
bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik (2005: 
92), efektivitas merupakan hubungan antara out-
put dengan tujuan, semakin besar kontribusi 
(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, 
maka semakin efektif organisasi, program atau 
kegiatan.
Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), 
program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabi­
la output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan 
yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 
1 di bawah ini. 
Gambar 1 Hubungan Efektivitas
Sumber: Mahmudi, 2005: 92
Efektivitas kemudian dapat dikatakan 
menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan 
output yang mengacu pada hasil guna dari suatu 
organisasi, program, atau kegiatan yang menya­
takan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, 
dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil­ti­
daknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan 
mencapai target­targetnya. Hal ini berarti bahwa 
pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah 
semata­mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas 
dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan 
suatu konsep yang sangat penting karena mampu 
memberikan gambaran mengenai keberhasilan 
suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau 
dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan 
tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi­aktivasi 
yang telah dilaksanakan sebanding dengan target 
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dipandang dari sudut ilmu pemerintahan, 
efektivitas sangat penting karena hal merupakan 
salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam 
ilmu pemerintahan. Dalam kaitan ini, maka beri­
kut dikemukakan beberapa pengertian efektivitas 
menurut pendapat ahli, yaitu: (1) Ndraha (2003: 
239) mengemukakan bahwa efektivitas organi­
sasi merupakan tingkat keberhasilan pencapai­
an tujuan(target); (2) Gibson, et. al. (1996: 28) 
mengemukakan bahwa efektivitas dalam konteks 
perilaku organisasi merupakan hubungan opti­
mal antara produksi, kualitas, efesiensi, fleksibili­
tas, kepuasaan, keunggulan, dan pengembangan; 
(3) Suit dan Almasdi (1996: 94) mengemukakan 
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bahwa efektivitas adalah ketepatan suatu tinda­
kan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu 
pekerjaan itu sendiri; (4) Handoko (1995: 7) 
mengatakan, efektivitas adalah kemampuan un­
tuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan 
yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan.
Mengacu pada penjelasan di atas, maka 
untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif 
perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber 
daya dengan menggunakan sarana yang lain se­
hingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. 
Pencapai an sasaran tersebut dapat dikatakan efek­
tif apabila adanya keharmonisan.
Setiap pekerjaan pegawai dalam organisa­
si sangat menentukan bagi pencapaian hasil ke­
giatan seperti yang telah direncanakan terlebih 
dahulu. Untuk itu faktor efektivitasnya banyak 
memengaruhi kepada kemampuan aparatur 
dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan 
aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif 
apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan or­
ganisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat.
Keluaran (output) yang dihasilkan lebih 
banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud 
(intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifi­
kasi, maka pengukuran efektivitas sering mengha­
dapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efek­
tivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) 
seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka 
pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah 
program berhasil. Dengan demikian ukuran efek­
tivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (ber­
dasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan 
saja (judgement), artinya apabila mutu yang di­
hasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.
Ukuran efektivitas ada bermacam­macam. 
Etzioni dalam Wijaya (1989: 227) mengatakan 
bahwa efektivitas diukur dari (a) adaptasi; (b) 
integrasi; (c) motivasi; dan (d) produk. Lebih 
lanjut, Gibson dalam Makmur Syarif (1996: 28) 
mengatakan, efektivitas dapat diukur dengan 
(a) produktivitas; (b) kualitas; (c) efesiensi; (d) 
fleksibilitas; (e) kepuasaan; (f ) keunggulan; dan 
(g) pengembangan.
Dari hal­hal yang telah dikemukakan tadi, 
maka ukuran efektivitas merupakan suatu stan­
dar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tu­
juan yang akan dicapai serta menunjukan pada 
tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan 
melaksanakan fungsi­fungsinya secara optimal.
Untuk menganalisis efektif­tidaknya suatu 
organisasi tentunya diperlukan pengukuran dan 
penilaian, sedangkan pendekatan dalam peng­
ukuran dan penilaian efektivitas organisasi ber­
aneka ragam sebagaimana yang dikemukakan 
oleh sejumlah ahli. Gibson, et. al. (1996) mene­
gaskan pendekatan dalam menilai efektivitas or­
ganisasi sebagai berikut.
Pertama, Pendekatan Tujuan. Pendekatan 
tujuan untuk mendefinisikan dan mengevalua­
si efektivitas merupakan pendekatan tertua dan 
paling luas digunakan.  Pendekat an tujuan me­
nekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan 
sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta 
memiliki pengaruh yang kuat atas pengembang­
an teori dan praktik manajemen dan peri laku 
organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana 
melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan 
tujuan ini adalah pendekatan teori sistem.
Pendekatan Teori Sistem menekankan pada 
pertahanan elemen dasar masukan­proses­penge­
luaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan 
yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori 
ini menggambarkan hubungan organisasi ter­
hadap sistem yang lebih besar dan organisasi men­
jadi bagiannya. Teori sistem juga menekan kan 
pentingnya umpan balik informasi. Jadi, efektivi­
tas organisasi adalah konsep dengan ca kupan luas 
termasuk sejumlah  konsep komponen. Sementa­
ra, tugas manajerial adalah menjaga keseimbang­
an optimal antara komponen dan bagiannya. 
Ketiga, Pendekatan Multiple Constituency. 
Pendekatan ini adalah perspektif yang menekan­
kan pentingnya hubungan relatif di antara 
kepentingan kelompok dan individual dalam 
hubungan relatif di antara kepentingan kelom­
pok dan individual dalam suatu organisasi. De­
ngan pendekatan ini memungkinkan mengom­
binasikan tujuan dan pendekatan sistem guna 
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memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi 
efektivitas organisasi.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketa­
hui bahwa pendekatan tujuan didasarkan pada 
pandangan bahwa organisasi diciptakan sebagai 
alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, 
organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari 
sejumlah unsur yang saling berhubungan antara 
satu dengan yang lain. Sedangkan pendekatan 
Multiple Constituency merupakan pendekatan 
yang menggabungkan pendekatan tujuan de­
ngan pendekatan sistem sehingga diperoleh satu 
pendekatan yang lebih komperhensif  bagi terca­
painya efektivitas organisasi. Sementara itu, un­
tuk pendekatan nilai­nilai bersaing merupakan 
pendekatan yang menyatukan ketiga pendekatan 
yang telah dikemukakan di atas yang disesuaikan 
dengan nilai suatu kelompok. Efektivitas organ­
isasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberha­
silan organisasi dalam usaha untuk mencapai tu­
juan atau sasarannya. 
Efektivitas merupakan suatu konsep yang 
sangat penting dalam teori organisasi, karena 
mampu memberikan gambaran mengenai ke­
berhasilan organisasi dalam mencapai sasaran­
nya. Tetapi pengukuran efektivitas organisasi 
tidaklah sederhana. Banyak organisasi besar de­
ngan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. 
Bagian­bagian tersebut mempunyai sasarannya 
sendiri yang satu sama lain berbeda, sehingga 
menimbulkan kesulitan dalam melakukan peng­
ukuran efektivitas. 
Berdasarkan pendekatan­pendekatan da­
lam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan 
sebelumnya, dapat dikatakan bahwa faktor­faktor 
yang memengaruhi efektivitas organisasi adalah 
sebagai berikut: (1) Adanya tujuan yang jelas; (2) 
Struktur organisasi; (3) Adanya dukungan atau 
partisipasi masyarakat; (4) Adanya sistem nilai 
yang dianut. Organisasi akan berjalan terarah jika 
memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan 
memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya. 
Selanjutnya, tujuan organisasi mencakup 
beberapa fungsi di antaranya memberikan penga­
rahan dengan cara menggambarkan keadaan yang 
akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujud­
kan oleh organisasi.
Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat 
dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran 
yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah di­
capai. Sumaryadi (2005: 105) berpendapat dalam 
bukunya Efektivitas Implementasi Kebijakan Oto-
nomi Daerah bahwa organisasi dapat dikatakan 
efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 
Hubungan kerja di dalam organisasi mem­
punyai tujuan terciptanya kemudahan serta ke­
lancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap orang 
dan setiap unit karena adanya kesadaran bahwa 
setiap orang atau unit lain saling berhubungan 
serta timbulnya semangat saling membantu.
Kadarmo, et.al. (2001) dalam buku Koor-
dinasi dan Hubungan Kerja mengatakan bahwa 
hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi 
antara bagian­bagian atau individu­individu baik 
antara mereka  di dalam organisasi maupun an­
tara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai 
akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi ma sing­
masing dalam mencapai sasaran dan tujuan or­
ganisasi.
Koordinasi adalah salah satu bentuk hubung­
an kerja yang memiliki karakteristik khusus antara 
lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau 
adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah 
yang sama. Koordinasi pada hakikatnya meru­
pakan upaya memadukan (mengintegrasikan), 
menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai ke­
pentingan dan kegiatan yang saling berkaitan 
beserta segenap gerak, langkah, dan waktunya da­
lam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersa­
ma (Wiroatmodjo, Suwandi, dan Salam, 2001). 
Koordinasi ini penting agar organisasi dapat 
menciptakan efektivitas dan efisiensi. Koordinasi 
selalu bersifat hubungan kerja, namun demikian 
hubungan kerja tidak selalu koordinatif karena 
hubungan kerja dapat pula konsultatif dan infor­
matif.
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Koordinasi dan hubungan kerja sangat di­
butuhkan sebagai  konsekuensi adanya upaya un­
tuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 
efisien melalui pembagian tugas. Tugas­tugas ini 
diwadahkan dalam unit­unit sebagai pelaksana 
dan penanggung jawab satu atau beberapa fungsi.
Untuk memahami konsep hubungan ker­
ja maka aspek komunikasi perlu dikaji untuk 
membantu memahami efektivitas hubungan ker­
ja. Komunikasi dalam konteks ini dibatasi pada 
komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok 
dan interaksi kerja. 
Liliweri (2001), mengatakan bahwa ko-
munikasi antarpribadi adalah komunikasi antara 
komunikator dengan seorang komunikan. Ko­
munikasi ini dianggap paling efektif dalam upaya 
mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseo­
rang, karena sifatnya dialogis berupa percakapan. 
Arus balik bersifat langsung, dan komunikator 
mengetahui tanggapan komunikasi itu juga pada 
saat komunikasi berlangsung.
Penelitian Rogers (1971) dalam Depari 
dan Andrew (1978) mengemukakan bahwa ko­
munikasi antarpribadi yang berlangsung secara 
tatap muka akan lebih efektif dalam mengubah 
sikap. Dengan demikian, komunikasi antarpri­
badi mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi 
dalam mengubah langsung sikap dikarenakan in­
dividu­individu yang terlibat di dalamnya secara 
akan segera mengetahui isi pesan yang dikomu­
nikasikan. Dalam komunikasi antarpribadi akan 
menghasilkan efek yang sangat cepat diketahui.
Liliweri (2001) menyimpulkan ciri­ciri ko­
munikasi antarpribadi sebagai berikut: 
a. Biasanya terjadi secara spontan dan 
sambil lalu.
b. Tidak mempunyai tujuan terlebih da­
hulu, meskipun bisa saja terjadi komu­
nikasi antarpri badi yang direncanakan.
c. Terjadi secara kebetulan.
d. Sering berbalas­balasan, komunikator 
dengan komunikan dalam suatu per­
cakapan memberi dan menerima infor­
masi secara bergantian.
e. Menghendaki paling sedikit melibatkan 
dua orang dengan suasana bebas, berva­
riasi dan adanya keterpengaruhan. Ha­
nya dalam suasana bebas, terbuka tanpa 
hambatan psikologis antara dua orang 
yang terlibat dalam komunikasi antar­
pribadi bisa merasa bebas  menyatakan 
pikiran, perasaan dan perilaku.
f. Tidak dikatakan tidak sukses jika tidak 
membuahkan hasil. 
g. Menggunakan lambang­lambang ber­
makna.
Karakteristik komunikasi antarpribadi yang 
efektif dilihat dari sudut pandang yang human­
istik, menekankan pada keterbukaan, empati, 
sikap mendukung, dan kualitas­kualitas lain yang 
menciptakan interaksi yang bermakna jujur dan 
memuaskan. Dalam ancangan humanistik ada 
lima kualitas umum yang dipertimbangan yakni 
keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 
mendukung (supportiveness), sikap positif (posi-
tiveness), dan kesetaraan (equality).
Beberapa model  komunikasi di antaran­
ya komunikasi dari Lasswell dan De Vito (1986) 
dalam bukunya The Interpersonal Comunication 
Book mengambil komunikasi itu untuk menjelas­
kan komponen dalam komunikasi antarpribadi. 
Model yang diberikan Lasswell dan Gerbner relatif 
linier. Pandangan linier tentang komunikasi yang 
demikian memang terbatas dan tentu saja tidak 
bisa dijelaskan tentang komunikasi antarpribadi. 
Sebab, pandangan linier tidak menekankan sifat 
sirkuler dari komunikasi dan tidak pula menca­
kup esensi dari komunikasi, yaitu bahwa setiap 
pelaku komunikasi bertindak sebagai pengirim 
dan penerima pesan. Oleh karena itu, aspek­as­
pek komunikasi ini perlu direfleksikan dalam 
deskripsi komunikasi visual dan verbal.
Komunikasi kelompok adalah komunika­
si yang berlangsung antara beberapa orang da­
lam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, 
pertemuan, konferensi, dan sebagainya (Arifin, 
1984). Burgon (dalam Wiryanto, 2005) men­
definisikan komunikasi kelompok sebagai in­
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teraksi secara tatap muka antara tiga orang atau 
lebih, dengan tujuan yang telah diketahui seperti 
ber bagi informasi, menjaga diri, dan pemecahan 
masalah. Anggota­anggotanya dapat mengingat 
karakteristik pribadi anggota­anggota yang lain 
secara tepat.  Kedua definisi di atas memiliki kes­
amaan yakni adanya komunikasi tatap muka, dan 
memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk 
mencapai tujuan kelompok.
Mulyana (2005) mengatakan bahwa kelom­
pok adalah sekumpulan orang yang memiliki tu­
juan bersama, mereka berinteraksi satu sama lain 
untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu 
sama lainnya, dan memandang mereka sebagai 
bagian dari kelompok tersebut.
Curtis, Floyd, dan Winsor (2005) menga­
takan komunikasi kelompok terjadi ketika tiga 
orang atau lebih bertatap muka, biasanya di 
bawah pengarahan seorang pemimpin untuk 
mencapai tujuan atau sasaran bersama dan me­
mengaruhi satu sama lain. Lebih mendalam, 
ketiga ilmuwan tersebut menjabarkan sifat­sifat 
komunikasi sebagai berikut: (1) kelompok ber­
komunikasi melalui tatap muka; (2) kelompok 
memiliki sedikit partisipan; (3) kelompok bekerja 
di bawah arahan seorang pemimpin; (4) kelom­
pok membagi tujuan atau sasaran bersama; (5) 
anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu 
sama lain. 
Setiap manusia menginginkan komu­
nikasinya berjalan dengan baik. Setiap orang 
menginginkan agar pesan yang diberikan dapat 
dime ngerti oleh lawan bicara, bukan sebaliknya, 
terjadi distorsi komunikasi.
Dalam konteks organisasi, memahami 
proses komunikasi sangat diperlukan mulai dari 
bagaimana sumber (sender), mengirim pesan 
(message) dan diterima oleh komunikan (receiver) 
hingga adanya aksi respons (feedback) dari lawan 
komunikasi. Respon ini sangat penting sebagai 
tolok ukur efektivitas komunikasi. Di saat sedang 
berkomunikasi berarti sedang terjadi hubungan 
sesama (human relation) atau hubungan manu­
siawi. Dalam arti luas, human relation merupa­
kan interaksi antara seseorang dengan orang atau 
kelompok lain yang menyangkut hubungan ma­
nusiawi, etika dan moral, aktivitas sehari­hari, 
yang pada umumnya bertujuan untuk memper­
oleh kepuasan bagi kedua belah pihak.
Menurut perspektif ilmu komunikasi, hu-
man relation termasuk dalam komunikasi antar­
pribadi sebab berlangsung pada umumnya an­
tara dua  orang secara dialogis. Dikatakan bahwa 
hubungan manusiawi itu komunikasi karena si­
fatnya action oriented, yakni mengandung kegi­
tan untuk mengubah sikap, pendapat, atau pe­
rilaku seseorang. Oleh karena itu, human relation 
sebagai salah satu pendekatan dalam mengkaji 
komunikasi organisasi, diperlukan pemahaman 
tentang komunikasi antarpribadi sebagai modal 
awal agar human relation dalam organisasi ber­
jalan dengan baik.
III. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif  de ngan 
menggambarkan hubungan kerja yang terjadi 
pada lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Nusa Tenggara Timur antara anggota komisi de­
ngan Sekretariat, berdasarkan fakta yang tampak 
atau sebagaimana adanya. 
Variabel penelitian yang digunakan penu­
lis adalah komunikasi antarpribadi, sumber daya 
manusia sekretariat, sarana hubungan kerja, dan 
pola hubungan kerja. Aspek­aspek yang ingin di­
kaji dari ketiga faktor tadi adalah, kondisi sumber 
daya manusia, aspek sarana hubungan kerja beru­
pa kebijakan, prodesur dan tata kerja serta aspek 
pola hubungan kerja berupa kelompok kerja dan 
tim kerja yang dapat memengaruhi efektivitas 
hubungan kerja.
Data penelitian didapat dengan menggu­
nakan teknik wawancara dengan informan seban­
yak 24 orang, observasi partisipatif dan studi do­
kumen tertulis berupa regulasi, regulasi turunan 
(seperti peraturan, petunjuk teknis serta keputu­
san­keputusan lainnya), dan berbagai laporan ke­
giatan lainnya. Kegiatan analisis data dilakukan 
melalui beberapa tahapan kegiatan yakni koleksi 
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data, lalu direduksi untuk mendapatkan gamba­
ran yang jelas dan memudahkan penulis dalam 
pengambilan data selanjutnya. Setelah itu, data 
kemudian disajikan dengan menggunakan tabel, 
grafik dan  atau narasi  dan lain sebagainya. Se­
telah penyajian data, kemudian dilakukan peng­
ambilan kesimpulan menggunkan teknik induk­
tif.
IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI
Hubungan kerja anggota KPU Provinsi dengan 
Sekretariat secara normatif telah diatur dalam 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai pen­
jabaran dari Undang­undang Tentang Penyeleng­
gara Pemilihan Umum.  
Kendala yang dihadapi yakni terdapat ke­
giatan kelembagaan yang belum dapat terlaksana 
akibat tidak adanya alokasi pembiayaan sehingga 
antara KPU dan Sekretariat tidak dapat mengim­
plementasikan kegiatan­kegiatan tersebut. Ken­
dala lain yang ditemukan penulis lebih berkisar 
pada ketidaktepatan waktu untuk pelaksanaan 
kegiatan, seperti belum adanya standar baku wak­
tu yang disepakati untuk melakukan sinkronisasi 
kegiatan dan pelaporan atau pertanggungjawab­
an kegiatan.
Gambaran hubungan kerja koordinatif an­
tara Sekretariat dan anggota KPU Provinsi NTT 
yang dilakukan misalnya berkaitan dengan kegiat­
an perencanaan anggaran, maka unsur Sekretariat 
yang memberikan dukungan teknis administra­
tif yaitu Bagian Organisasi dan SDM, sedangkan 
yang berkaitan dengan Sosialisasi maka Bagian 
Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 
yang menjadi mitra koordinasi dengan Divisi So­
sialisasi. Adanya pembagian Divisi dalam KPU 
Provinsi memberikan kemudahan terhadap koor­
dinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Efektivitas pelaksanaan kegiatan kelemba­
gaan ini ditandai dengan adanya hubungan kerja 
yang terbangun akibat adanya tugas, kewajiban, 
tanggung jawab dan wewenang yang diatur da­
lam mendukung pelaksanaan roda organisasi. 
Kewenangan KPU pada tataran kebijakan dan 
Sekretariat pada tataran implementasi kebijakan 
mendorong perlunya komunikasi yang efektif 
baik antarpribadi maupun kelompok.
Untuk tercapai atau terwujudnya pelaksa­
naan tugas secara baik dan optimal, maka komu­
nikasi antara kedua unsur ini mutlak dilakukan, 
terlebih komunikasi yang dibangun dengan tu­
juan  tertentu demi kepentingan kelembagaan. 
Komunikasi antarpribadi maupun komu­
nikasi kelompok yang terbangun pada suasana 
kerja di lingkungan KPU Provinsi NTT sangat 
mendukung terciptanya efektivitas hubungan 
kerja, karena tercipta suasana keterbukaan, saling 
mendukung, serta sikap positif yang dibangun. 
Sebagaimana yang dikemukakan Ketua KPU 
Provinsi NTT, Drs. John Depa (2013): 
“Kita membangun keterbukaan di antara KPU 
dan Sekretariat dan saling menghargai kewenang-
an masing-masing. Komunikasi antara sesama 
komisioner dan/atau komisioner dengan sekreta-
riat terus kita bangun melalui media-media yang 
ada seperti tatap muka maupun menggunakan 
sarana komunikasi lainnya, hanya dengan tu-
juan untuk efektivitas kerja. Koordinasi kita upa-
yakan tetap berjalan sekalipun bukan pada jam 
kantor, misalnya terhadap hal-hal yang substansif 
kelembagaan.”
Perbedaan kewenangan antara dua un­
sur dalam satu lembaga ini, hanya dapat disin­
kronkan dengan membangun komunikasi yang 
baik dan terus­menerus untuk mendapatkan ke­
samaan pandangan. Seperti yang dijelaskan Se­
kretaris KPU, Drs. Ubaldus Gogi (2013):
“Pihak Sekretariat yang tugasnya memberikan 
dukungan teknis dan administratif perlu mem-
bangun komunikasi yang intens dengan Komis-
ioner baik berkaitan dengan kewenangan KPU 
maupun kewenangan sekretariat, karena tang-
gung jawab kelembagaan ada pada KPU, jadi 
kita manfaatkan betul media-media pertemuan 
untuk saling berkomunikasi. Satu hal yang posi-
tif adalah bahwa KPU selalu bersama Sekretar-
iat berkomunikasi setiap saat melalui pertemun 
yang hampir tiap hari kami lakukan. Jadi suasa-
na inilah cukup mendukung efektivitas kerja di 
KPU Provinsi.”
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Komunikasi kelompok terjadi dalam pe­
laksanaan kegiatan kelembagan pada fase­fase 
penyelenggaraan pemilu, karena pada fase terse­
but kegiatan kelembagaan dilakukan dengan in­
tensitas yang tinggi, sehingga komunikasi antara 
Komisioner dan Sekretariat berlangsung dengan 
frekuensi yang tinggi pula. Aturan Tata Kerja 
kelembagaan yang menegaskan bahwa rapat ple­
no merupakan forum pengambilan keputusan 
tertinggi, menjadikan komunikasi antarpribadi 
dan kelompok mutlak dilakukan untuk memu­
dahkan koordinasi sehingga jalannya kegiatan or­
ganisasi dapat berlangsung dengan baik.
Keterbukaan, sikap mendukung, dan sikap 
positif di antara anggota KPU dan Sekretariat 
menjadi penentu terjadinya komunikasi yang 
efektif. Perbedaan kewenangan hanya dapat di­
jembatani dengan membangun komunikasi yang 
efektif sehingga hubungan kerja dan harmonisa­
si hubungan antara unsur KPU dan Sekretariat 
dapat tercipta. 
Profesionalisme sumber daya manusia da­
lam melaksanakan pelayanan publik yang berori­
entasi pada kepentingan masyarakat adalah faktor 
utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
yang berkualitas secara dinamis, tanggap, cepat, 
serta tepat sasaran. Sumber daya manusia meme­
gang peranan yang sentral dan paling menentu­
kan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, 
penggunaan pemanfaatan sumber­sumber lain­
nya akan menjadi tidak efektif. 
Sumber daya manusia Sekretariat dalam hal 
ini lebih difokuskan pada kemampuan personal 
yang dimiliki secara individu untuk melakukan 
tugas kelembagaan secara profesional. Kemam­
puan personal ini dapat dilihat pada indikator 
pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang di­
miliki oleh individu, yang dengan kemampuan 
tersebut memberi sumbangan bagi kegiatan 
kelembagaan.
Sumber daya manusia Sekretariat KPU 
Provinsi NTT merupakan salah satu komponen 
penting yang menentukan jalannya kegiatan 
organisasi KPU Provinsi  dalam menyelengga­
rakan pemilihan umum di tingkat provinsi, se­
suai de ngan tugas, kewenangan dan kewajiban 
Sekretari at dalam memberikan pelayanan kepada 
KPU Provinsi NTT. 
Pengembangan sumber daya manusia da­
lam sebuah organisasi, khususnya organisasi yang 
mengemban fungsi­fungsi pelayanan publik 
menjadi salah satu agenda penting yang dipri­
otitaskan. Pengembangan SDM dirasakan sangat 
penting karena tuntutan pekerjaan yang sangat 
kompleks akibat kemajuan teknologi dan kom­
petisi di antara berbagai organisasi, sangat mem­
butuhkan pengembangan pegawai yang baik. 
Sejalan dengan pendapat di atas, Brown 
dalam Kurniawan (2005) menyebutkan ada tiga 
jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap 
aparatur pelayanan dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, yaitu: (1) kemampuan teknis 
(technical skill), merupakan kemampuan meng­
gunakan pengetahuan, metode, teknik, dan pera­
latan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 
yang diperoleh dari pengalaman, training, dan 
pendidikan; (2) kemampuan sosial (social/human 
skill), kemampuan dan kata putus (judgement) 
dalam pekerja dengan melalui orang lain, men­
cakup pemahaman tentang motivasi dan penera­
pan kepemimpinan yang efektif; (3) kemampuan 
konseptual (conceptual skill), kemampuan untuk 
memahami kompleksitas organisasi dan penye­
suaian bidang unit kerja masing­masing ke dalam 
organisasi. Kemampuan ini memungkinkan sese­
orang bertindak selaras dengan tujuan organisasi 
secara menyeluruh daripada hanya atas dasar tu­
juan dan kebutuhan kelompok sendiri.
Sebagai lembaga yang memiliki dua unsur 
yang menyatu di dalamnya, maka sangat diper­
lukan pengaturan yang memadai agar terjalin 
hubungan kerja yang harmonis dan efektif,  se­
hingga tugas, wewenang, kewajiban dan tanggu­
ng jawab dapat terlaksana dengan baik pula.
Penerapan model ini erat kaitannya dengan 
upaya membangun soliditas kerja antara Sekreta­
riat dan Komisioner melalui beberapa sarana hu­
bungan kerja yakni di antaranya kebijakan. 
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Terkait pentingnya kebijakan sebagai salah 
satu sarana hubungan kerja, maka Ketua KPU 
Provinsi NTT dalam wawancaranya (John Depa, 
Maret 2013):
“Berkaitan dengan kebijakan KPU Provinsi 
NTT dalam menghadapi suatu permasalahan 
yang berkaitan dengan kepemiluan, maka ten-
tunya kami sangat hati-hati dengan mempe-
domani peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta kewenangan yang diberikan oleh 
regulasi. Apabila permasalahan yang dihadapi itu 
setelah kita lihat rujukan merupakan wewenang 
lembaga hirarki tertinggi yakni KPU maka KPU 
Provinsi wajib laporkan dan konsultasikan un-
tuk mohon petunjuk, tetapi jika itu adalah we-
wenang KPU Provinsi maka kami bahas bersa-
ma, cari solusinya dan tetapkan alternatif terbaik 
dalam forum pleno sebagai forum pengambilan 
keputusan tertinggi  untuk dijalankan”.
Pengelolaan kebijakan yang terjadi dalam 
sebuah organisasi memerlukan juga peran yang 
optimal dari komponen kelembagaan tersebut, 
sehingga proses menuju pada hasil penetapan ke­
bijakan juga berjalan efektif. Dalam konteks lem­
baga KPU, dalam penyelenggaan pemilu bekerja 
terikat jadwal dan waktu, maka penetapan kebi­
jakanpun perlu dilakukan secara cepat dan efektif 
agar sinkron dengan kebutuhan waktu. Untuk itu 
peran pimpinan lembaga sebagai fasilitator sangat 
dibutuhkan untuk menjembatani hubungan an­
tarunsur dalam lembaga.
Perencanaan dapat digunakan sebagai sa­
rana koordinasi dan hubungan kerja karena di 
dalam rencana yang baik tertuang secara baik 
dan jelas sasaran, cara melakukan, waktu pelak­
sanaan, orang atau petugas yang melaksanakan 
dan tempat pelaksanaan. Pengelolaan kegiatan di 
KPU Provinsi NTT selama ini telah menerapkan 
de ngan baik sarana ini, dengan mengembangkan 
pola penyusunan Kerangka Acuan Kerja atau 
Term of Reference dan dibahas bersama oleh KPU 
dan pejabat Sekretariat sebelum diimplementa­
sikan.
Aspek perencanan kegiatan yang me­
nekankan tujuan, sasaran, cara melakukan, wak­
tu pelaksanaan, siapa, dan di mana, merupakan 
langkah­langkah yang perlu dibiasakan dalam 
suatu organisasi.  Penjelasan Ketua KPU Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (John Depa, Maret 2013) 
adalah sebagai berikut:
“Selaku pimpinan lembaga ini, saya menerapkan 
pola agar sekecil apapun kegiatan perlu dibuat 
semacam kerangka kerja atau TOR  agar antara 
KPU dan Sekretariat memiliki panduan yang 
sama dan pemahaman serta tindakan untuk 
mewujudkan kegiatan yang telah diprogramkan. 
Kita membiasakan pola seperti ini agar lebih 
pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien.”
Prosedur dan tata kerja pada prinsipnya 
dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan hu­
bungan kerja untuk kegiatan yang sifatnya beru­
lang­ulang. Prosedur dan tata kerja digunakan se­
bagai sarana hubungan kerja karena di dalamnya 
memuat ketentuan siapa melakukan apa, kapan 
dilaksanakan dan dengan siapa harus berhubung­
an. Seperti yang digambarkan oleh Ketua Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 
dalam Kertas Kerja 2008 (John Depa, 2008):
“Masih sangat dirasakan kebutuhan akan ada-
nya SOP atau protap baik untuk penanganan 
kerja elemen ke sekretariat maupun untuk komi-
sioner yang selama ini mengandalkan improvisasi 
dan kreasi tim komisioner (diperlukan penetapan 
SOP untuk pekerjaan-pekerjaan kesekretariatan 
dan juga bagi komisioner.)”
Belum adanya SOP dalam lembaga KPU 
Provinsi NTT menyebabkan pengelolaan kegia­
tan kelembagan lebih berorientasi pada pencapai­
an tujuan sehingga proses atau prosedur bisa dia­
baikan. Sebagai lembaga yang erat hubungannya 
dengan pelayanan publik dan lebih bernuansa 
politik, maka sarana ini dipandang efektif, un­
tuk lebih memperkuat tim secara kelembagaan. 
Penjelasan Ketua KPU Provinsi NTT terkait sa­
rana rapat ini sebagai sesuatu yang mutlak (John 
Depa, Maret 2013):
”Hanya dengan melalui rapat kita membahas 
bersama-sama, mendiskusikan bersama tentang 
pengelolaan kegiatan maka kita akan saling 
membagi informasi, dan hampir setiap hari pola 
pertemuan bersama itu kami lakukan hanya se-
mata-mata untuk kita saling mendukung dalam 
kegiatan, dengan demikian saya hampir setiap 
hari memanfaatkan sarana atau media rapat un-
tuk menyampaikan informasi, rencana atau pe-
nyikapan kita atas suatu persoalan tertentu.”
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Rapat pleno sebagai forum pengambilan 
keputusan tertinggi dalam institusi KPU Provin­
si juga perlu ditempatkan sebagai sebuah sara­
na hubungan kerja Komisioner dan Sekretariat, 
karena di dalam pleno ini kebijakan dari KPU 
ditetapkan, dan Sekretariat sesuai kewenangan 
yang diberikan wajib melaksanakan kebijakan 
yang telah ditetapkan tersebut.
   Efektivitas hubungan kerja dalam suatu 
organisasi ditentukan juga oleh pola hubung­
an kerja yang dikembangkan dalam organisasi 
tersebut, sesuai dengan  unsur­unsur yang ada di 
dalamnya. KPU yang merupakan lembaga yang 
independen dengan tugas pokok dan fungsi­
nya menyelenggarakan Pemilihan Umum perlu 
memiliki pola hubungan kerja yang ideal sehing­
ga mampu menggerakkan semua elemen kelem­
bagaan yang ada di dalamnya untuk dapat ber­
fungsi secara optimal dalam pelaksanaan tugas.
Pola hubungan kerja yang perlu dibangun 
pada lembaga KPU perlu pula memperhatikan 
karakteristik kepemimpinan di KPU yang meng­
anut kepemimpinan kolektif kolegial yang berarti 
kepemimpinan kelompok atau tim di mana da­
lam pengambilan keputusan harus diputuskan 
melalui sebuah rapat pleno yang dihadiri dan 
disetujui oleh sejumlah anggota.
Bekerja dalam tim berarti menggabungkan 
akuntabilitas kelompok ketimbang akuntabilitas 
individu sehingga dapat menhasilkan produk 
kerja yang kolektif. Soliditas kelompok merupa­
kan variabel yang sangat penting dalam mengem­
bangkan institusi termasuk KPU. Para pelaku 
dalam KPU bisa datang dari mana saja, bisa dari 
organisasi yang berbeda, dari latar belakang yang 
berbeda, tetapi ketika berada dalam institusi KPU 
maka semuanya harus menyatu dalam langkah 
satu langkah, satu ayunan mencapai visi dan misi 
sebagaimana yang telah ditetapkan. 
Pembentukan tim dalam rangka mencapai 
soliditas tim ini tentu tidak hanya diputuskan 
anggota KPU saja, tetapi juga melibatkan pihak 
sekretariat KPU Provinsi agar ikut mendorong 
terbentuknya tim kerja yang kuat.  
Pola hubungan kemitraan antara komisi­
oner dengan sekretariat menjadi pola yang harus 
dilestarikan dalam lembaga ini, sehingga antara 
Komisioner dan Sekretariat sama­sama merasa 
penting dan saling membutuhkan. Kewenang an 
yang berbeda tidak menjadikan salah satu unsur 
did alamnya baik itu komisioner ataupun Sekre­
tariat merasa paling penting sendiri. Budaya kerja 
antisipatif harus ditanamkan pada diri personil 
Sekretariat dan Komisioner, karena secara umum 
tugas, fungsi, dan wewenang sudah diatur dan 
terbagi habis. Peran pemimpin pada setiap level 
dan strata Sekretariat serta kepemimpinan kolek­
tif kolegial pada unsur Komisioner lebih diting­
katkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan 
tugas­tugas kelembagaan.
Konsekuensi sebagai lembaga yang bersi­
fat hierarkis, maka KPU Provinsi yang meme­
rankan fungsi koordinasi dan menjembatani dua 
lembaga KPU yakni KPU Kabupaten dan KPU 
Pusat membutuhkan pengelolaan tim kerja yang 
kuat dan profesional dalam mengelolah kegiat­
an­kegiatan kelembagaan. Tim kerja yang kuat 
dan solid antara KPU dengan Sekretariat dapat 
tercipta dengan adanya hubungan kerja efektif 
yang dibangun melalui komunikasi yang intens, 
penge lolaan sumber daya yang memadai, dan 




Penelitian ini mengkaji efektivitas hubungan 
kerja Sekretariat dan Komisioner pada KPU 
Provinsi NTT dengan mendeskripsikan tiga 
faktor yang dianggap memengaruhi efektivitas 
hubungan kerja yakni sumber daya manusia 
Sekretariat, sarana hubungan kerja dan pola 
hubungan kerja. Dari penelitian ini dapat di­
simpulkan beberapa hal. 
Pertama, komunikasi antarpribadi dan ko­
munikasi kelompok memiliki peranan yang 
sa ngat penting dalam mendukung efektivitas 
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hubungan kerja, karena hanya dengan komu­
nikasi yang intens antara KPU dan Sekretar­
iat, maka efektivitas pelaksanaan tugas dan 
hubung an kerja antara KPU dengan Sekretar­
iat akan berlangsung efektif.
Kedua, sumber daya manusia Sekretari­
at KPU Provinsi NTT dari sisi jumlah su­
dah memadai, namun dari sisi kualitas masih 
membutuhkan kualitas sumber daya manu­
sia melalui pendidikan dan pelatihan  yang 
intens, dengan lebih memperhatikan pada 
bidang­bidang penunjang kegiatan institusi 
yang dilaksanakan Sekretariat. 
Ketiga, sarana hubungan kerja sebagai fak­
tor yang ikut menentukan efektivitas hubung­
an kerja pada KPU Provinsi NTT, berdasar­
kan  temuan penelitian maka kebijakan yang 
se sungguhnya menjadi kewenangan KPU 
dan implementasi kebijakan yang menja­
di wewenang Sekretariat belum sepenuhnya 
berjalan sesuai dengan mekanisme hubungan 
kerja yang diatur dalam tata kerja. Prosedur 
dan tata kerja belum optimal dilakukan serta 
ketiadaan SOP menjadi kan orientasi pelak­
sanaan tugas cenderung mengutamakan hasil 
daripada proses. 
Keempat, pola hubungan kerja yang dilem­
bagakan dengan pola kelompok kerja atau 
pokja belum sepenuhnya menjamin efektivi­
tas proses kerja untuk mencapai tujuan pelak­
sanaan kegiatan kelembagaan. Penempatan 
personil pokja yang belum sepenuhnya mem­
pertimbangkan aspek­aspek kualitas dan ke­
mampuan personil, menjadikan pola ini tidak 
efektif pada proses kerjanya.
Kelima, efektivitas hubungan kerja Sekre­
tariat dan Komisioner pada KPU Provinsi 
NTT dalam penyelenggaan kegiatan baik 
pada tahapan penyelenggaraan pemilu mau­
pun kegiatan­kegiatan pascapemilu belum 
sepenuhnya mempedomani hubungan kerja 
sebagaimana diatur dalam regulasi yang meng­
atur tentang tata kerja. Hubungan kerja lebih 
dibangun dengan membangun kreasi­kreasi 
yang lebih mengutamakan hasil kerja ketim­
bang prosesnya.
Keenam, divisi yang dibentuk sebagai 
kelengkapan KPU Provinsi NTT belum 
sepenuh nya menjalankan tugas dan fung­
si seperti supervisi dan monitoring terhadap 
pengelolaan kegiatan pada Sekretariat, serta 
pelaporan secara periodik yang menjadi ke­
wenangan Sekretariat terhadap perencanaan, 
penganggaran, dan pelaksanaan belum ber­
jalan sesuai sesuai waktu yang diatur dalam 
tata kerja.
B. Saran
Dari segi komunikasi, komunikasi antara 
KPU dan Sekretariat telah berjalan dengan 
baik, namun perlu diperta hankan pola­pola 
pengendalian kegiatan yang memungkinkan 
terus terwujudnya komunikasi yang efektif di 
lingkungan KPU Provinsi NTT.
Perlu peningkatan sumber daya manusia 
bagi personil Sekretariat KPU Provinsi NTT 
agar lebih diupayakan pada terciptanya per­
sonil­personil yang memiliki spesialisasi se­
suai kebutuhan lembaga KPU Provinsi NTT 
sehingga diharap kan dukungan teknis dan 
administratif dari Sekretariat terhadap penye­
lenggaraan kegiatan kepemiluan dapat ber­
jalan efektif.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dapat dilakukan dengan melakukan berbagai 
pelatihan, misalnya Diklat Teknis Bidang Hu­
kum; Diklat Teknis Bidang logistik; Diklat 
Teknis Bidang Umum; Diklat Teknis Bidang 
Teknis dan Hupmas, Diklat Teknis Bidang Pe­
rencanaan; Diklat Teknis Bidang Keuangan; 
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